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ABSTRAK

Pengangkatan dan Pemberhentian Menteni Negara merupakan permasalahan yang
sangat menarik untuk dibahas, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan
kekuasasn Megara, Sebagal Mepara yang menganut Sistemy Pemerintahan Presidensial, maka
sudah pastinva masalah Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Negara di Indonesia
menjadi hak Prerogratf dori seorang Presiden, kemudian hal ini dipertegas dalam Pasal 17
avat {2) Undang ~ Undang Dasar Nepam Republik Indonesin Tabun 1945 baliwa werieri-
menteri i diongkar  dan diberhentibon olele Presiden. Mamun  kemudian masalah
Penganpkatan dan Pemberhentian ni diatur dalam Bab W Pasal 22, 25, dan 24 Undang -
Undang Womor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Hal vang memang simpai
Lontradiktil karena ada perbedaan pengaturan tentang Penganpkatan dan Pemberhentian
Menter] Nepara di dalam UUD NRI Tabun 1945 dengan UL! Kemenlerian Megara. Oleh
sebab itu kemudian ramusan masalah yang menarik antara lain, Bagaimana Pengangkatan
dan Pemberhentian Menteri Negara setelah berlakunya Undang - Undang Momor 39 Tahun
2008 Tentang Kementerian Megara dan apa masalab hukum  yang muncel  dalam
Pengangkatan dan Femberhentian Menteri Megara setelah berlakunya Undang — Undang
Momaor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian MNegara. Metode penelitian dalam Sknps s
berjenis penelitian hukum normative (yuridis normative) vaite penelition yang bertujuan
untuk menelili asas-asas hubwn, sistematika hukum, sinkronizasi hukum, seiarah hukum dan
perbandinpan hukum, Masalah Pengangkatan dan Pemberhentian Menten Negara saat i
mengalami masalah karena terjadi dualism pengaturan antara UL D NRI Tahun 1945 dengan
L Kementerian Negara oleh sebab itu perlu langkab bukum vang harus dilakukan untuk
mewujudkan kepastian hukum, apabila memang menginginkan pengaturan Pengangkatan dan
Pemberhentian Menteri Mepara o perlu dibatasi oleh Undang — Undang maka Amandemen
Bee-3 terutama mengenai Pasal 17 avar (2) UUD NRI Tahun 1945 perlu dilakukan, namun
apabila tidak maka UL Kementerian Megara perlu direvist dan menghapus ketentuan cdalam
Hab ¥ Pasal 22, 23, dan 24 atau Presiden Republik Indonesia mengajukan Yudisial Review
ke Mahkamah Fonstitusi terhadap Pasal 22, 23, dan 24 UL Kementerian MNepara, karens
apabila langkab hukum ind tidak dilakukan secepatnya maka masalab ini akan berpotens
menimbulkan masalah hukom dikemudian hari.




BAB I

PENDANULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Konstitusi' Indonesia yang sejak  disahkan oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan  Indonesia (PPED pada tangpal 18 Agustus 1945 telal
mengalami pergantian dari masa ke masa. Jika dilibal dan sudot pandang
perkembangan neskah undang-undang dasar Megara Republibh Indonesia.
maka sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tahap-tahap scjarab
konstitusi  Indonesia  dapat  dikatakan  telah melewali  enam  whap
perkembangan, vaitu’;

Periode tanggal 18 Apustus 1945 - 27 Desember 1945

Periode tanggal 27 Desember 1949 — 17 Agustus 1930

Periode tangeal 17 Agustus 1950 — 5 Juli 195%;

d. Pericde tanggal 3 Juli 1959 - 19 Oktober 1999,

Periode 19 Okiober 1999 — 10 Apgustus 20072
Periode 10 Apustus 2002 — sumpal dengan sekarang.
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Pada periode pertama berlaku UUD 1945, pertode kedua berlaku
Undang-Undang Dasar 1949, periode ketiga berlaku Undang-Undang Trasar

Sementara Tahun 1930, dan pada periode keempat berfaku kembali Undang-

' lstilah konstitsi pada umumnya dipergesakan paling sedikic dalam dua pengertian. Pestuni-
tama dia menggambarkan keseluruhan sistemn kelatenegaran suatu negara, yai berupa kumpulion
peratuman yang membentuk, mengatur ataw memennish negara, Peraturan-peraturan yang disebul
dintas ada ving feruhs scbagad keputusam tadan yang berwening dan ada yang tidak teriuhs
herupa “wsages, wederstiondings, customs ota comvesdion”, Meskipun persturan-peraturan diitas
tidak merupakan undang-undang, akan tetepi tidak berarti tdak efektif dalam mengaiur negara. [
SEiping it pada kebanvakan nepara, sistem ketatanegaranny {vang rerdapat dalam hukuwm tata
negaranva) merupzkan campuran anera ketentuan antara vang terlulis dan vang tidak terulis.
Kenyatzan distas kita jumpai i Kergjaan Inggris, suatu negar yang mengani Ceandmien faw
qustemn ™. Libal Sei Soemantri Marosoewignjo, Pesgariar Pevhandingan Antor Putes Taw
Negara, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hat. 62.

* Timly Asshiddigic, Pokok-Pokok Hukam Tate Negara Indonesio Payes Reformasi, BT Blhuana
[imu Populer. Jakarta, 2007, hal. 75,




Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Setelah stu, ULD 1945 divbah
berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 dengan mengeunakan
naskah vang berlaku mulai tanggal 5 Jubl 1959 sebapai standar dalam
melakukan perubshan dilvar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak
terpisahkan dari naskah UUD 1945 versi tabun 19697
Tuntutan perubaban Undang-Undang Dasar Mepara Republik

Indonesia Tahun 1945 vang digulirkan oleh berbagal kalangan masyarakat dan
kekuatan sosial politik didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang
Dhasur Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum cukop memual landason
bagi  kehidupan yang  demokratis, pemberdayaan  masvarakat.  dan
renghormatan HAM. Selain o menurut Majelis Permusyawaratan Rakval
Republik Indonesia :

Didalamnva terdapat pasal-pasal wvang menimbulkan mehi afsie dan

membuka peluang hagi penvelenggaraan negara vang otoriter, sentralistik,

tertutup, dan KEKN yang menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional &

herbagai bidang kehidupan”,

Maka dari ita, perubahan Undang-Undang Daser Megara Republik

Indonesia Tabun 1945 yung  dilakekan oleh MPR, seclain  merupakan
perwujudan tuntunan reformasi, juga sejalan dengan pidato Sockamao, Ketua
Panitia Penyusun Undang-Undang Dasar Megara Republik Indenesia Tahun
1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPEI) tanggal 18

Apustus 1943, Pada kesempatan tu i3 menyatakan antara fam :

Bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-
[ndang Dasar Kilat, balhwa barangkali boleh dikatakan pula. inilah

* fhiel, hal. 73-T4.
f Majelis Permusyvawerzian Bakyat Republis Indonesia, Pasdioan Memasyarakatas Didang-
Lindong Dewor Negara Republit Indonesio Tafue 19335, 2008, hal. 1.

et



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan uraian distas maka penulis dapat menvimpulkan hasi
dari penelitian ini sebagai berikut;
| Pengangkatan dan pemberhentian Menteri Negara merupakan  hak
prevogratil” Presiden karena di dalam Undang - Undang Dasar Negara
epublik Indonesia Tahun 1943 telah dischutkan secara eksplisit vaity
dalam Pasal 17 ayat (2} vang bunyinya: Menteri — menteri itn dianghat dos
diberfentibon efel Presiden, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal
menganghat dan memberhemikan Menteri merupakan hak prerogeatif :
Presiden karena Indonesia mencrapkan Sistern Pemerintahan Presidensiil
vang salah  sam prinsipnya,  Presidenlab yang  mempunyai  hak
honstitusional — (ak prerograci) dalam bal  mengangkat  dan
memberhentikan scorang Menteri bukan kemudian hak  konstitusional
wrsebut dibatasi bohkan dikebiri dengan lahimya Undang - Undang
Nomeor 39 Tahun 2008 Teptang Kementerian Newgara yang mengarur
svant-syvarat pengangkatan dan pemberhentian Menteri yaitu di dalam Bah
¥ Pasal 21 dan 24. Dalam Pasal 22, discbutkan syarat-svarat bagi seorang
Mentenl yang akan diangkat oleh Presiden vang kemudisn menjadi
masalzhnya. di dalam Undang — Unidang Nomor 39 Tahun 2008 terscbut

menvebutkan syarat vang abstrak dan sulit untuk ditakar, begite jugs
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